
BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 03 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

EKRETARIAT OAERAH KABU 0~P, I\AUR 
BAGIAN HUK UM 

TELAH DIPROSES DAN PARAF OITELITI KEBtt.AAANNYA 
=---i<' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

: a. 

BUPATI KAUR, 

bahwa dalarn Peratu.ran Bupati Kaur Nomor 65 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kaur Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 
Nomor 865) perlu dilakukan penyesuaian kembali standar 
harga satuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur 
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 65 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kaur 
Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 811); 

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 



---

Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 202 1 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

2016 Nomor 237); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 65 

TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 865) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

( 1) Standar harga satuan meliputi : 

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor; 

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 

e. satuan biaya pemeliharaan; 

f. satuan biaya uang makan dan minum; 
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h. satuan biaya transport; 

1. satuan biaya sewa; 

J. satuan biayajasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah; dan 

k. satuan biaya reward/penghargaan; 

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal ;_; _ onuctrt" 2021 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATE/\ KAUR 
BAGIAN HUKUM 

TELAH DIPR SES DAN 
DITEUTI KEBENARANNYA r-+->1--l 
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Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal .t:::-
.,,, -:]t"/nl!C/f' J 2021 

SEKR 

# BUPATI ~UR, f 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR .· 
8 _C)! 


